
1. Pasal 18 aya.t (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pernbentukan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Kendari 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3602); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 5954); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

a. bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan 
efektivitas administrasi penyelenggaraan 
pemerintahan daerah diperlukan pedoman, tata 
naskah dinas di l!ngkungan pemerintah Kota 
Kendari; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalarn huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Wall Kota tentang Tata Naskah Dinas Di 
Lingkungan Pemerintah Kota Kendari; 

WALI KOTA KENDARI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KENDARI 

TENT ANG 

NOMOR ?.'.2 TAHUN 2023 

PERATURAN WALi KOTA KENDARI 

PROVINSISULAWESITENGGARA 

WALIKOTA KENDARI 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telab diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nornor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah [Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6037) sebagimana relah ctiubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477); 

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

9. Pcraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berlta Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Mcnteri 
Dalam Negeri Nornor 80 Tahun 2018 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 20J 8 Nomor 157); 

10. Peratura.n Menreri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 
2023 tentang tentang Tata Naskah Dinas di 
Lingkunga.n Pernerintah Daerah (Berita Negara 
Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 144); 

11 . Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 
5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah 
Dinas (Rerita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 758); 

12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Kendari [Lembarari Daerah Kota 
Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagairnana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nornor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah 
Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11 ); 



l . Kota adala h Kota Kendari. 
2. Pemerintah Daerah adalab Wali Kota dan Perangkat 

Daerab sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan 
Dae rah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pernerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota 
Kendari. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari. 
4. Wakil Walikota adalah Wakil Wali Kota Kendari. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari. 
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat 
Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan 
Dewan Perwaki.lan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
Urusan Pernerintahan yang menjadi kewenangan 
Pernerintah Kota Kendari. 

8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau 
yang clisebut pula dengan nama lain adalah Peraturan 
Daerah Kota Kendari. 

9. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut 
Perkada adalah Peraturan Wali Kota Kcndari 

10. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, 
susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat 
penandatanganan, dan pcngendalian yang digunakan 
dalam komunikasi kedinasan, 

11. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat 
komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan. 
oleh pejabat yang berwenang di Lingkungan Pemerintah 
Kota Kendari. 

12. Naskah Dinas yang diselenggarakan secara elektronik 
adalah informasi yang direkam dalam media elektronik 
sebagai alat komunikasl kedinasan, yang dibuat dan/atau 
diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di 
Lingkungan Pemerintah Kota Kendari. 

13. Tanda Tangari Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri 
atas informasi elektronik yang dilekatkan, 
terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik 
lainnya yang digunakan sebagai a.lat verifikasi dan 
aurentivikasi 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN WALi KOTA TENTANG TATA NASKAH 
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KENDARI. 

. 2. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 



(1) Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf c terdiri atas : 
a. surat perintah; 
b. surat tugas; dan 
c. surat perjalanan dinas. 

Pasa.l 7 

Susunan dan bentuk Naskah Dinas pengaturan sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 4 dan Naskah Dinas penetapan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 6 

Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 huruf b terdiri atas: 
a. Keputusan Kepata Daerah; 
b. Keputusan DPRD; 
c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan 
d. Keputusan Badan Kehormaran DPRD. 

Pasal 5 

Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf a tercliri atas: 
a. Perda; 
b. Perkada; dan 
c. Peraturan DPRD. 

Pasal 4 

Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf a terdiri atas : 
a. Naskah Dinas pengaturan 
b. Naskah Dinas penetapan; dan 
c. Naskah Dinas penugasan. 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Naskah Dinas Arahan 

Jenis Naskah Dinas terdiri atas : 
a. Naskah Dinas arahan; 
b. Naskah Dinas korespondensi; dan 
c. Naskah Dinas khusus. 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
Umum 

BAB II 
JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS 

- 3 - 



(1) Nota Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a 
merupakan sarana komunikasi kedinasan antar pejabat 
atau dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan 
kepada atasan di lingkungan internal Perangkat Daerah. 

(2) Memo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b 
berisi informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan 
suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, atau 
pendapat yang dibuat oleh atasan kepada bawahannya. 

(3) Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 huruf c 
merupakan petunjuk tertulis singkat dari atasan kepada 
bawahan mengenai tindak lanjut/tanggapan terhadap 
Naskah Dinas masuk. 

Pasal 11 

Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas : 
a. nota dinas; 
b. memo; dan 
c. disposisi. 

Pasal 10 

Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf b, terdiri atas : 
a. korespondensi internal; dan 
b. korespondensi eksternal. 

Pasal 9 

Bagian Ketiga 
Naskah Dinas Korespon.densi 

Susunan dan bentuk Naskah Dinas penugasan sebagaimana 
dlmaksud dalam Pasal 7 ayat ( l) tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 
Kota ini. 

Pasal 8 

. 4. 

(2) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a berisi perintah dari atasan kepada bawahan untuk 
melaksanakan pekerjaan tertentu di Iuar tugas dan fungsi, 

(3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b 
berisi tugas dari atasan kepada bawahan untuk 
melaksanakan perintah pekerjaan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

(4) Surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 
huruf c merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pejabat 
pembuat kornitmen dalam rangka pelaksanaan perjalanan 
dinas pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, 
dan pihak Jain. 



(1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.4 huruf a 
berisi perintah/arahan Wali Kota sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
huruf b berisi pcmberitahuan, penjelasan, dan/atau 
petunjuk cara rnelaksanakan hal tertent.u yang dianggap 
penting dan mendesak. 

Pasal 15 

Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf c, terdiri aras : 
a. instruksi; 
b. surat edaran; 
c. surar kuasa; 
d. berita acara; 
e. surat keterangan; 
f. surat pengantar; 
g. pengumuman; 
h. laporan; 
L telaahan staf; 
j. notula; 
k. surat undangan; 
I. surat pernyataan melaksanakan tugas; 
m. surat panggilan; 
n. surat izin; 
o. lembaran daetah; 
p. berita daerah; 
q. rekomendasi; 
r. radiogram; 
s. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan; 
t, sertifikat: 
u. piagam; dan 
v. surat perjanjian, 

Pasal 14 

Bagian Keempat 
Naskah Dinas Khusus 

(1) Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disusun dalam bentuk 
surat dinas. 

(2) Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi 
eksternal tercantum dalam La.mpiran yang rnerupakan 
bagian tidal, terpisahkan dari Peraturan W a1i Kota ini. 

Pasal 13 

Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi internal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam 
Lampiran yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Wali Kora ini. 

Pasal 12 

. 5. 



- 6 - 

(3) Surat kuasa sebagaimana climaksud dalam Pasal 14 
huruf c berisi pembcrian kuasa kepada piha.k lain dengan 
atas namanya untuk melakukan suaru tindakan tertentu 
dalam rangka kectinasan sesuai peraturan perundang 
undangan. 

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
huruf d berisi pemyataan pelaksanaan kegiatan pada 
waktu dan ternpat tertentu yang ditandatangani oleh para 
pihak. 

(5) Surat keterangan sebagairnana clima.ksud dalam Pasal 14 
huruf e berisi penjelasan subjek dan objek untuk 
kepentingan kedinasan/tertentu. 

(6) Surat pengantar sebagaimana ctima.ksud dalam Pasal 14 
huruf f berisi informasi yang diguna.kan unruk 
menyampaikan barang atau naskah. 

(7) Pengumuman sebagairnana dima.ksud dalam Pasal 14 
huruf g berisi pemberitahuan yang bersifat umum dari 
pejabat yang berwenang, 

(8) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h 
berisi pemberitahuan tentang pelaksanaan kegiatan atau 
kejadian tertentu. 

(9) Telaahan staf sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 14 
huruf i berisi analisis pertirnbangan, pendapat, dan saran 
secara sisternatis terhadap sesuatu permasalahan yang 
perlu penjelasan dari bawahan kepada atasan. 

(10) Notula sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 14 huruf j 
merupakan catatan yang berisi proses sidang atau rapat. 

(11) Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasa\ 14 
huruf k berisi undangan kepada pejabat/pegawai baik di 
Iingkup internal Pernerintah Daerah, maupun pihak 
eksternal yang tertera pada alarnat tujuan untuk 
menghadiri suatu acara kedinasan. 

(12) Surat pernyataan rnelaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 huruf 1 berisi pernyataan dari 
pejabat yang berwenang bahwa seorang pegawai telah 
melaksanakan tugas, 

(13) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
huruf m berisi pemanggilan dari pejabat yang berwenang 
kepada pegawai untuk menghadap. 

(14) Surat izin sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 14 huruf 
n berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang 
dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(15) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
huruf o berisi penerbitan resmi Pernerintah Daerah untuk 
mengundangkan Perda. 

(16) Berita daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
huruf p berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah 
untuk mengundangkan Perkada dan Peraturan DPRD. 

( 1 7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal J 4 
huruf q merupakan riaskah dinas berisi keterangan atau 
catatan dari pejabat yang berwenang tentang sesuatu hal 
yang untuk dapat dijadikan bahan pcrtimbangan 
kedinasan, 

(18) Radiogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
huruf r rnerupakan pesan tertulis resrni yang dikirim 



Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam kertas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dicetak 
menggunakan kertas dan dibubuhi tandatangan basah. 

Pasal 19 

Pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan : 
a. media rekam kertas; atau 
b, media rekam elektronik. 

Pasal 18 

Bagian Kesatu 
Umum 

BAB Ill 
PEMBUATAN NASKAH DINAS 

Format Naskah Dinas khusus sebagaimana clirnaksud dalam 
Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf u tercantum daJam 
Lampiran yang merupa.kan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal 17 

{l) Surat perjanjian sebagairnana clirnaksud dalam Pasal 14 
huruf v berisi kesepakacan bersama tentang objek yang 
mengikat antar kedua belah pihak atau lebih untuk 
melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang 
disepakati bersama. 

(2) Susunan clan bentuk surat pcrjanjian sebagaimana 
dimaksucl pada ayat (l) diatur sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 16 
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melalui radio naskah dinas dari pejabat yang berwenang 
berisi informasi hal tertentu yang dikirim melalui 
telekomunikasi e lektronik. 

( 19) Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan 
sebagaimana clirnaksud dalam Pasal 14 huruf s 
merupakan naskah dinas sebagai tanda bukti berisi 
keterangan seseorang telah lulus/mengilruti pendidikan 
dan pelatihan tertentu. 

(20) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 14 .huruf t 
merupakan .naskah din.as sebagai bcrisi keterangan tanda 
bukti seseorang telah mengikuti program/kegiatan 
tertenru, antara lain: penataran, kursus, orientasi, 
bimbingan teknis, workshop, seminar, dan yang sejenis. 

(21) Piagam sebagairnana dimaksud daJam Pasal 14 huruf u 
merupakan naskah dinas berisi keterangan penghargaan 
atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang 
telah diwujudkan oJeh perorangan atau instansi/Iembaga 
dari peja.bat berwenang. 



Bentuk dan ukuran kop Naskah Dinas sebagaimana 
dimakeud dalam Pasal 22 tercantum dalam lampiran yang 

Pasal 25 

Kop Naskah Dinas Perarrgkat Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22 huruf b digunakan untuk Naskah Dinas yang 
ditandatangani oleh pejabat berwenang selain Wali Kota. 

Pasal 24 

(1) Kop Naskah Dinas jabatan Wali Kota sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 22 huruf a, digunakan untuk 
Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wali Kota. 

(2) Kop Naskah Dinas jabatan Wali Kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh penjabat, 
penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana 
harian Kepala Daerah. 

Pasal 23 

Kop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri 
atas: 
a. kop Naskah Dinasjabatan Wali Kota; dan 
b. kop Naskah Dinas Perangkat Daerah. 

Pasal 22 

Bagi an 
Kedua Kop 

Pernbuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 18 berisi unsur: 
a. kop; 
b. penomoran; 
c. penggunaan kertas; 
d. penggunaan tinta; 
e. jarak spasi, jenis, dan ukuran huruf', serta kata 

pen yam bung; 
f. penentuan batas atau ruang tepi; 
g. nomor halaman; 
h. tembusan; 
i. lampiran; 
j. paraf, tancla tangan, dan stempel; 
k. amplop dan map; dan 
I. Naskah Dinas bahasa asing. 

Pasal 21 

Pernbuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b 
menggunakan : 
a. aplikasi umum bidang kearsipan dinarnis; atau 
b. aplikasi pengolah kata atau data. 

Pasal 20 

- B. 



(1) Warna tinta yang digunakan dalam penyusunan Naskah 
Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d 
sebagai berikut: 
a. tinta yang digunakan untuk pengetikan berwarna 

bi tarn; 
b. tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan 

paraf berwarna biru tua; 
c. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas, 

bcrwarna ungu; dan 
d. tinta Stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas 

bersifat rahasia, berwarna merah, 
(2) Jenis tinta yang digunakan pada Naskah Dinas 

rnerupakan unta yang Udak 1arut oleh air/tklak luntur 
atau pigment durabrite, 

Pasal 30 

Bagian Kelima 
Penggunaan Tinta 

Jenis, ukuran, dan gramatur kertas yang digunakan dalam 
pembuatan Naskah Dinas khusus disesuaikan kebutuhan 
dengan memperhatikan ketahanan kertas. 

Pasal 29 

Kertas yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas 
penugasa.n, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas 
khusus merupakan kertas jenis Houtvrij Schrijfpapier (HVS), 
ukuran A4 dengan gramatur paling sedikit 70 (tujuh pulub] 
gram/m2 kecuali pad.a Jembaran daerah dan berita daerah. 

Pasal 28 

Penggunaan kertas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 21 
huruf c yang digunakan dalarn penyusunan Naskah Dinas 
pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 27 

Bagian Keempat 
Penggunaan Kertas 

Penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b 
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Pasal 26 

Bagian Ketiga 
Penomoran 
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rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Rota 
ini, 



(1) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 huruf f pada kertas bertujuan untuk 
keserasian dan kerapian dalam penyusunan Naskah 
Dinas. 

(2) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) untuk Naskah Dinas korespondensi dan 
Naskah Dinas kb.usus diatur dengan lcetentuan sebagai 
berikut : 
a. ruang tepi atas : 

1) apabila menggunakan kop Naskah Dinas, 2 (dua) 
spasi dibawah kop; dan 

2) apabila tanpa kop Naskah Dinas, paling sedikit 2 
(dua) cm dari tepi atas kertas, 

Pasal 34 

Bagian Ketujuh 
Penentuan Batas atau Ruang Tepi 

(1) Kata penyambung merupakan kata yang digunakan 
sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman 
berikutnya. 

(2) Kata penyambung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditulis pada : 
a. akhir setiap halaman; 
b. baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman; dan 
c. kata yang diambil persis sarna dari kata pertarna 

halaman berikutnya. 
(31 Dalam pembuata:n Naskah Dinas dengan media rekam 

elektronik tidak mencantumkan kata penyambung. 

Pasal 33 

(1) Jenis huruf pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah 
Dinas penetapan yaitu bookman old style dengan ukuran 
12 (dua belas]. 

(2) Jenis huruf dan ukuran pada Naskah Dinas korespondensi 
dan Naskah Dinas khusus yaitu Arial dengan ukuran 12 
(dua belas). 

Pasal 32 

(1) Jarak spasi pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah 
Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Jarak spasi pada Naskah Dinas selain Naskah Dinas 
pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek 
keserasian dan estetika. 

Pasal 31 

Bagian Keenam 
Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta 

Kata Penyambung 

• l O - 



(1) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i 
ditandatangani oleh _pejabat yang sama dengan yang 
menandatangani Naskah Dinas. 

Pasal 37 

Bagian Kesepuluh 
Lampiran 

(1) Ternbusan sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 21 huruf h 
disampaikan kepada pihak yang bersangkutan dan pihak 
yang dianggap perlu rnengetahui Jsi surat tersebut. 

(2) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
naskab dinasnya ditandatangani oleh pejabat yang 
mengatasnamakan disampaikan kepada pejabat yang 
diatasnamakan. 

(3) Tembusan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) yang 
naskah dinasnya ditandatangani oleh jabatan pimpinan 
tinggi atas nama Kepala Daerah, disampaikan kepada 
Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah. 

(4) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
naskah dinasnya ditandatangani oleh jabatan pimpinan 
tinggi atas nama Kepala Daerah berupa surat tanda tamat 
pendidikan dan pelat.ihan, sertifikat, dan piagam tidak 
memerlukan tembusan. 

(5) Ternbusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) berada 
pada posisi bagian kiri bawab pada Naskah Dinas dart 
diikuti tanda baca ritik dua (:), tidak diberi garis bawah, 
serta tidak perlu menarnbahkan kata sebagai Iaporan, 
arsip, atau istilab sejenis. 

Pasal 36 

Baglan Kesembilan 
Temhusan 

(1) Nornor halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
huruf g pada Naskah Dinas menggunakan angka 
arab/biasa. 

(2) Nomor halarnan sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1) 
dalam Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas 
khusus ditempatkan pada bagian tengah atas secara 
simetris. 

Pasal 35 

Bagian Kedelapan 
Nomor Halaman 
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b. ruang tepi bawah paling sedikit 2,5 (dua koma lima) cm 
dari tepi bawah kertas; 

c. ruang tepi kiri paling sedikit 3 (tiga) cm dari tepi kiri 
kertas; dan 

d. ruang tepi kanan paling sedikit 2 (dua) cm dari tepl 
kanan kertas. 



( l) Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 
ayat (2) huruf b mcrupakan paraf pejabat sesuai substansi 
tugasnya atau pejabat lain yang terlibat pada masing 
masing unit kerja yang berbentuk matriks. 

Pasal 41 

(1) Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 
huruf a rnerupakan paraf pejabat sesuai jenjang jabatan 
yang dibubuhkan dalam bentuk matriks. 

(2) Pembubuhan paraf hierarki pada Naskah Dinas yang 
ditandatangani oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris 
Daerah, asisten, sekretaris DPR.D, kepala dinas, kepala 
badan, inspektur, dan direktur rumah sakit umurn harus 
diparaf terlebih dahulu oleh, maksimal tiga orang pejabat 
secara berjenjang. 

(3) Paraf hierarki pada Naskah Dinas penugasan, Naskah 
Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus 
diternpatkan pada lembar terakhir. 

Pasal 40 

(1) Paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 rnerupakan 
tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban 
atas muatan rnateri, substansi, redaksi, dan pengetikan. 

(2) Paraf sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) terdiri atas : 
a. paraf hierarki; dan 
b. paraf koordinasi. 

(3) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleb pejabat 
dibawah pejabat penandatangan, terlebih dahulu diparaf 
sebel um ditandatangani. 

(4) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang 
akan menandatangani Naskab Dinas tersebut tidak 
memerlukan paraf. 

(!'>) Fitur paraf dalam media rekarn elektronik, berbentuk 
catatan riwayat Naskah Dinas dalam basis data sebelurn 
dilakukan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang. 

(6) Pembubuhan parafpada Naskah Dinas penugasan bcrupa 
surat perjalanan dinas dibubuhkan pada lernbar pertama. 

Pasal 39 

Paraf, tanda tangan, dan stempel sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 huruf j rnerupakan bentuk pengabsahan 
Naskah Dinas. 

Pasal 38 

Bagian Kesebelas 
Paraf, Tanda Tangan, dan Stempel 
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(2) Dalam hal lampiran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) memiliki lebih dari satu halaman, halaman 
berikutnya diberi nomor sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 35 ayat (1). 



Pemberian Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas 
berlaku ketentuan sebagai berikut : 
a. Tanda Tangan Elektronik harus ditandai da1am susunan 

dan bentuk kode quick response yang disertai nama 
pejabat penandatangan dan nama jabatan; 

Pasal 45 

Pasal 44 

(1) Penulisan nama pejabat yang rnenandatangani Naskah 
Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan tidak 
menggunakan gelar. 

(2) Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskab 
Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan 
Naskah Dinas khusus menggunakan gelar, kecuali piagam, 
sertifikat, dan surat tanda tamat pendidikan dan 
pelatihan. 

(3) Penulisan nama penanda tangan untuk pejabat selain Wa1i 
Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Dacrab 
menggu nakan gelar, nomor i.nduk pegawai dan pangkat/ 
golongan. 

(4) Penulisan nama penanda rangan untuk penjabat, penjabat. 
sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian Wali 
Kot.a tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan 
pangkat/ golongan. 

(5) Penulisan nama penanda rangan untuk penjabat dan 
pelaksana harian Sekretaris Daerah tidak menggunakan 
gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat/golonga.n. 

(1) Tandatangan basah digunakan pada Naskah Dinas dengan 
media rekam kertas. 

(2) Tanda tangan elektronik digunakan pada Naskah Dinas 
dengan media rekam elektronik. 

Pesal 43 

(1) Pernberian tanda tangan pada Naskah Dinas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 berfungsi sebagai a1at 
autentikasi dan verifikasi atas identitas penandatangan 
serta keautentikan, keterpercayaan, dan keutuhan 
inforrnasi. 

(2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri 
atas : 
a. tanda tangan basah; atau 
b. tanda tangan elektronik. 

(3) Pernberian tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) dila.kukan oleh pejabatyang berwenang. 

Pasal 42 
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(2) Naskah Dinas yang materinya sating berkaitan antar unit 
kerja, diparaf oleh unit pengolah dan unit lain yang terkait 
sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada 
lembar terakhir. 



Pae.al 50 

(1) Pada amplop Naskah Dinas harus dicantumkan alamat 
pengirirn dan alamat tujuan. 

Pasal 49 

(1) Amplop Naskah Dinas terdiri atas : 
a. Amplop Naskah Dinas Jabatan Wall Kota; dan 
b. Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah. 

(2) Bentuk Amplop Naskah Dinas yang digunakan untuk 
pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam kertas 
berbentuk persegi panjang. 

(3) Ukuran amplop yang digunakan untuk pendistribusian 
Naskah Dinas dengan media rekam kertas dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kepentingan 
Pemerintah Daerah. 

(4) Amplop Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf a menggunakan kertas warna putih. 

(5) Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b rnenggunakan kertas 
warna coklat. 

Ba,gian Keduabelas 
Amplop dan Map 

Bentuk dan ukuran stempel tercan tum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wall Kota 
mi. 

Pasal 48 

Stempel t.erdiri atas : 
a. stempel jabatan Wall Kota; 
b. stempel Perangkat Daerah; 
c. stempel unit pelaksana teknis daerah dan/atau badan 

layanan umum daerah; dan 
d. stempel pengamanan Naskah Dinas. 

Pasal 47 

Pasal 46 

(1) Stempel digunakan pada Naskah Dinas dengan media 
rekam kertas. 

(2) Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam 
elektronik. 
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b. Naskah Dinas dengan Tanda Tangan Elektronik 
didistribusikan kepada pihak yang berhak ta.npa harus 
dicetak; 

c. pendistribusian sebagaimana dirnaksud dalam huruf b 
dapat melalui aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, 
media daring atau media luring; clan 

d. menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh 
penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia. 



Baglan Ketfgabelas 
Naakah Dinas Bahasa As.ing 

Pasal 53 

(1) Naskah Dinas dapat disusun dalam bahasa asing dengan 
mengacu pada format Naskah Dinas sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Wali Kota ini. 

(2) Penyebutan nama daerah tidak diterjemah.kan ke dalam 
bahasa asing. 

Pasal 52 

(I) Map Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 51 ayat (1) huruf a terdiri atas: 
a. map Naskah Dinas Wali Kota; dan 
b. map Naskab Dinas Kepala Perangkat Daerah. 

(2) Map Naskah Dinas Wall Rota sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a mernuat lambang negara berwarna kun.ing 
emas dan tulisan Kepala Daerah menggunakan huruf Arial 
dengan ukuran disesuaikan dan ditempatkan pada bagian 
tengah atas secara simetris. 

(3) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Wali Kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan map 
Naskab Dinas kepala Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran 
yang merupakan bagian tidak rerpisahkan dari Peraturan 
Wal! Kota ini. 

Pasal 51 

(1) Map sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 21 huruf' k terdiri 
atas : 
a. map Naskah Din as jabatan; dan 
b. map Naskah Dinas Perangkat Daerah. 

(2) Ukuran, bentuk, clan warna map naskah dinas dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kepentingan 
tiap Pemerintah Daerah, 
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(2) Alamat pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memuat: 
a. larnbang negara berwarna kuning emas dan nama 

jabatan, alamat yang dilengkapi dengan nama kota dan 
nama provinsi, nomor telepon, faksimile, pos-el, laman, 
dan kode pos di bagian tengah atas untuk amplop 
Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah. 

b. logo daerah berwarna dan nama Pemerintah Daerah, 
nama Perangkat Daerah yang bersangkutan, alamat 
yang dilengkapi dengan nama kabupaten/kota dan 
nama provinsi, nornor telepon, faksimile, pos-el, laman, 
dan kode pos di bagian tengah atas untuk arnplop 
Naskah Dinas Perangkat Daerah. 

(3) Perbandlngan huruf pada amplop Naskah Dinas Perangkat 
Daerah antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan 
tulisan na.ma Perangkat Daerah adaJah 3 : 4 dengan 
rnenggunakan huruf Arial. 



Naskah Dinas dengan media rekam elektronik yang merniliki 
klasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia, dan terbatas 
dapat rnenggunakan sandi tertentu sesuai de.ngan 
perkembangan teknologi. 

Pasal 60 

Pasal 59 

(1) Naskah Dinas dengan media rekarn kertas diberikan kode 
derajat pengamanan pada arnplop dengan posisi pada 
sebelah kiri atas Naskab Dinas. 

(2) Dalam hal Naskah Dinas yang memiliki klasifikasi 
keamanan sangat rahasia dan rahasia, menggunakan 
amplop rangkap dua. 

(1) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi 
sangat rahasia, rahasia, dan terbatas banya diberikan 
kepada pihak yang berwenang. 

(2) Hak akses rerhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi 
biasa/terbuka diberikan kepada pihak terkait. 

Pasal 58 

Penentuan tingkat klasifikasi kcamanan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 56 disesuaikan dengan kepentingan 
dan substansi Naskah Dinas 

Pasal 57 

Kategori klasifikasi keamanan untuk Naskah Dinas terdiri 
atas: 
a. sangat rahasia; 
b. rahasia; 
c. terbatas; dan 
d. biasa/terbuka. 

Pasal 56 

Dalam rangka penga.manan Naskah Dinas pada media rekam 
elektronik, aplikasi um.um bidang kearsipan dinamis memuat 
fitur pengamanan Naskah Dinas. 

Pasal 55 

Pasal 54 

Pengamanan Naskah Dinas paling sedikit mernuat : 
a. penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses Naskah 

Dinas; 
b. perlakuan terhadap Naskah Dinas berdasarkan klasifikasi 

kearnanan dan akses yang meliputi: 
l. pemberian. kode derajat klasifikasi keamanan dan akses; 

dan 
2. pemberian nomor seri pengarnan atau security printing. 

BAB IV 
PENGAMANAN NASKAH DINAS 

-16 - 



Pasal 65 

(1) Pejabat Pemerintah Daerah dapat melimpahkan 
kewenangan penandatanganan Naskah Dinas kepada 
pejabat di bawahnya. 

(2) Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercanrum da.lam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan <lari 
Peraturan Wali Kota ini. 

(1) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas merupakan 
hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang ada pada 
seorang pejabat untuk menandatangani Naskah Dinas 
sesuai dengan tugas dan kewenangan padajabatannya. 

(2) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas oleh Wali 
Kota berlaku mutatis rnutandis bagi penjabat, penjabat 
sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Ketentuan mengenai kewenangan penandatangan Naskah 
Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, 

BABV 
PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS 

Pasal 64 

Pasal 63 
Ketentuan mengenai pemberian nomor seri pengaman atau 
security printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Pemberian nomor seri pengaman pada Naskab Dinas atau 
security printing sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 54 
huruf b angka 2 merniliki tujuan untuk menjamin 
keautentikan dan keterpercayaan informasi pada Naskah 
Dinas, 

Pasal 62 

Kode derajat klasifikasi kearnanan dan akses diberikan 
dengan ketentua.n sebagai berikut : 
a. Naskah Dinas sangat rahasia diberikan kode 'SR' dengan 

menggunakan tinta warna merah; 
b. Naskab Dinas rahasia diberikan kode 'R' dengan 

menggunakan tinta warna merah; 
c. Naskah Dinas penting diberikan kode 'T' dengan 

menggunakan tinta hitam; dan 
d. Naskah Dinas biasa diberikan kode 'B' dengan 

menggunakan tinta hitarn. 

Pasal 61 
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( 1 J Ou bernu r seba.gai wakil pemerintah pusat melaku kan 
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tata Naskah 
Dinas di Iingkungan Pernerintah Kota Kendari. 

BAB VII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 69 

Bagian Ketiga 
Pengendalian Naskah Dinas Keluar 

Pasal 68 

(1) Pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 66 huruf b dilaksanakan melalui tahapan 
sebagai berikut : 
a. Naskah Dinas keluar yang telah ditandatangani oleh 

pejabat yang berwenang diberi nomor, tangga1, dan 
stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing unit 
kerja;dan 

b. Naskah Dinas keluar yang telah selesai diproses 
diaraipkan pada unit tata usaha dan unit pengelola. 

(2) Pengendalian Naskah Dinas keluar lintas instansi 
pemerintah atau pihak lua:r dilakukan satu pintu melalui 
Sekretariat Daerah. 

(3) Untuk mernpercepat penyampaian tujuan surat, dapat 
menambahkan tanda unruk perhatian yang disingkat u.p. 
diikuti nama jabatan yang menindaklanjuti dibawah nama 
jabatan yang dituju. 

Pengendalian Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 66 huruf a dilaksanakan melalui tahapan sebagai 
berikut: 
a. unit penerima menindaklanjuti Naskah Dinas yang 

diterima dengan cara mengagendakan, mengklasifikasikan 
sesuai dengan sifat surat, dan mendistribusikan ke unit 
pengelola. 

b. unit pengelola rnenindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi 
Naskah Dinas dan arahan pimpinan; dan 

c. unit tata usaha mengarsipkan Naskah Dinas masuk. 

Bagian Kedua 
Pengendallan Naskah Dinas Masuk 

Pasal 67 

Pengendalian Naskah Dinas meliputi kegiatan : 
a. pengendalian Nask:ah Dinas masuk; dan 
b. pengendalian Naskah Dinas keluar. 

Pasal 66 

Bagian Kesatu 
Umum 

BAB VI 
PENGENDALIAN NASK.AH DINAS 
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SERITA DAERAH KOTA KENDART TAHUN 2023 NO MOR ? ::Z 

Diundangkan di Kendari 
padatanggal, t q , 6- 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
KOTA KENDARI 

2 

,\ KENDARI Pj. WALi 
1 

2023 
Ditetapkan di Kendari 
pada tanggal, i L.J _ b _ PARAF KOOROINASI 

NO. fNSTASASI I UNIT l(fRJA 

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan, 

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota 1n1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari. 

Pasal 71 

Dengan ditetapkannya Peraturan Wa]J Kota ini, maka 
Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 40 Tahun 202 l tentang 
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota 
Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2021 Nomor 41), 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 70 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 
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(2) Wali Kota sesuai kewenangannya rnelakukan pembinaan 
dan pengawasan -penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di 
lingkungan Pemerintah Kora Kendari 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dimak.sudkan membantu Oubemur dalam melakukan 
pembinaan Tata Naskah Dinas dengan mengacu kepada 
Peraturan W ali Kota inL 



Nama 

Nama Tcmpat, Tanggal 
Wali Kota Kendari 

dan screrusnya. 
. ~ 
. , 
• # 1. 

2. 
3. 
4. 

Untuk 

• f 

dan soterusnya. 

. , ...••••..••••••••••••••• ,0,, 

. .-. .. , 1. 
2. 
3. 
4. 

Kepada 

Membcri Perintah 

1. bahwa ; 
2. bahwa ; 

Dasar 

a. bahwa ; 
b. bahwa ; 

Menimbang 

SURAT PF.RINTAH 
NOMOR . 

\VALi KOTA K~NDARI 

1. Susunan dan Bentuk Naskah Dinas 
A. Naskah Dinas Penugasan 

L SuratPerintah 

SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS, KOP, STEMPEL, AMPLOP, 
MAP, PARAF, KEWENANGAN PENANDATANOANAN DAN PELIMPAHAN 

KEWENANGAN NASKAH DINAS 
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LAMPIRAN PERATURAN WAL! KOTA KENDARI 
NOMOR '1.2 tl\Hur; 2023 
TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERIN'I'AH 

KOTA KENDARI 



Nama 

Nama Terupat, Tanggal 
Wali Kota Kendarl 

H••••••••"•••••••••••• - •• , •• ,, . 1. 
2. 
3. 

Untuk 

2. Nama 
Pangkat;c;ol. 
NIP 
Jabatan 

1. Nama 
Pangkat/Gol. 
NrP 
Jabatan 

Kc pad a 

MEMERINTAHKAN: 

Dasar 

SURATTUGAS 
NOMOR . 

WALi KOTA KEN DARI 

2. SuratTugas 
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( ) 
NIP 

Dikeluarkan di. . 
Tanggal. . 
PejabalPembual Komitmen 

*coret yang tidak perlu 

9 Peru 
a. In 
b.Ak 

10 Ket.e 

5 A!al 
6 Tern 

Tem 
7 Lam 

T:mgg 
Tangg 
baru 

8 Pcngi 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1 Pejal 
'l Nama 

mclak 
3 Pang 

Jaba 
Tin 

4 Mak 

Jat Pem bua t Koruiunen 
/NIP Pegawai yang 
sanakan 11e_ijalan!!n dinas - 

kar dan Golongan a. 
tan/ Instansl b. 
ka 1· Biava Perialanan Di nas c. -- 
sud Perjalanao nmas 

angkui yang dipergunakan 

pa L bcrangka L a. 
pat Tuju.an b. 
snya Pcrjalanan Dimas a. 

al berangkat b. 
al harus kem ba li/ tiba di tempat c, 
*i 
ikut : Nama I Tanggal Lahir Keterangan 

- bebanan Angga.ran 
stansi a. 
un h. 

ra ngan lain - Iain 

SURAT PERTALANAN DJNAS (SPD) 

Nomor 

KodeNo. 

Lem bar ke: 

LOGO 
DAERAH ( KOP NASKAH DINAS 

PERANGKAT DAERAH J 

3. Surat Perjalanan Dlnas 
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( ) 
NlP 

Pejabat Pembuat Kornltmen, 

I. Berangkat dari [Tempat ; ··- ....... 
Kedudu ka n )Ke 
Pada Tanggal ; ........... 
Kepala ; ........... 

( ........................... ) 
NIP I- 

II. Tlba di : ............ Bernngkat dariKe : . .......... 
Pada Tanggal : ............ Pada Tanggal ; . ........ ._. 
Kepala : ............ Kepala : OOOOOOO•OH 

( .......................... ) ( ........................... ) 
NIP NfP 

Ill. Tlha di : ... .. ..... .. Bera ngkat da riKe : ............ 
Pada Tanggal : ............ Pada Tanggal ; . .......... 
Kepala : ............ Kepala : . .......... 

( .......................... } ' ( ........................... ) 
NIP NU' 

IV. Ttba di : ............ BerangkatdariKe : ............. 
Pada Tanggal : ... ... ··- ... Pada Tanggal : ............ 
Ke pa la : ,,, .. ,,Hoo, Kepala : ........... 

l--·······················-1 ( ........................... ) 
NIP NLP 

v. Tlba di : ............ Berangkat dari.Ke : . .......... 
Pada Tanggal : ............ Pada Tanggal . .......... 
l(epala : ............ Kepala : . .......... 

( .......................... } ( ........................... ) 
NIP NIP 

VI. Tiba di : ............ Telah dipertksa, dengan keteranganbahwa 
Palla Tanggal : ............ perjalanan tersebut diatas benar 
Kepala : dilakukan atas pertntahnya dan semata- ............ mata untuk kepentingan [abatan dalam 
( .......................... ) wakru yang sestngkat-slngkatnya, 
NIP 

t., VII. Catatan Laln-Latn 
vm. PE.IUJATIAN: 

Pl'K yang rnc nerbitkan SPO, pegawal yang melakukan perjalanan dlnas.para pejabat y:ing 
mengesahkan tanggal berangkar/tiba. serta bendahara pcngeluaran bertanggung jawab 
hi>rdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderlta rug) 
aktbat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya. 

• 23 · 



Nam a 
Pangkat/ Golongan 
NIP 

Nama J ubatan, 

........................................................................... , ... , .. ~··············· ...... 

................ .. . . 
................................................................................................ 

................................................. _,, . 

......................................................................................................... 
................................................................................................ 

....................................................... , .. 

.............................. ,, .. ,_,., . 
................................................................................................ 

.................................................................... . ······················································-·-········· 
................................................................... 
...................................................................... . ··············-··•·································-·············· 
. •· - - . 
......... ··-········-·. - . ······· . 
. ········-································-··········· . 

NOTA DlNAS 

Yth. 
Dari 
Tembusan 
Tanggal 
Nomor 
Si fat 
Lampiran 
l-lal 

KOP NASKAH OINAS 
PERANGKAT DAERAH 

LOGO 
DAERAII 

· 24· 

B. Naskah Dlnas Korespondensi Internal 
1. Nota Dinas 



Nam a 

Tempar, Tanggal, Rulan dan Tahun 

Wali l<ota Kendari 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

.............................. ~ . 

....................... ~,, . 
............................................................................................................ 

''''''''""'''''''""'"'"'"''"'._,,,,,,,_,,,,.,,.,,,,,.,,.,,.,,.,,.,.,,,,,,,,,.,,,,,o,,,,,,,,.H••"''''''''''''' 

...................... ,.,_,,, .. 
............................................................................................................ 

................................................................................................. 
- . Yth. 

Hal 

MEMO 

WALJ KOTA KEN DARI 

- 25 - 

2. Memo 



LOGO KO? NJ\SKAH DTNAS 
DAl!:R'\H PERANGKA.T DAERI\.H 

LEMBA.R D TSPOS IS. T 

Surat Dari: Dlterlma 'I'g). : 
No. Surat ! No.Agenda : 
'l'gl. SurAr : Sifat. : 

jCl Sangat segera Cl Sogera CJ JGlh, .. ~1 fl 

Hal : 

I '- 

Direruskan kepada Sdr : Dengan. 110£.IU.ttl herap : 

D .......................................................... D 'Tanggapen den Saran 

D ........................................................... D Proses lcbib lanjut 

D ........................................................... D Koordinasi/ konfirm-as:ikun 
Dan seterusnya ········-··········--···••oo••···· D ·············································· 

................................................. 
Cata tan : 

Nama -Iabatan, 

(P";aJ clan tru>.gga!J 

Numa 

- 

3. Nota l'>lnas 

• 26 - 



Jalan Nocnor _ - l<ora Kendar1, Kode Pos ... 
Telepon (O J --, Fakslmlle l..lman . 

Wali Kota Rendari, 

..... , ... o,oo,0, .. ,,,0 .. 000 .. ,,. . .,.~,,••••-••• .. •••••"'"'°''''"''"''"'''*'"""''"'"''"""''•'"'""''''"'"••••H••••••" 

..................................................................................................................................... 
··········-·"······ .. ,, . 

'"'"'"''''"'''*""''"''''"'""'''''''"'''H''''''""''''''''""'"''"'""''"'''""""''"'""''""'''''''''''"''' 

............................................... ,, .. u,,, , - .• , •.••.•......•. 

........................................................................................................................ 
................................................................. , .. -, , . 

di 

Yth .. 

Nomnr 
Si fat 
Lampiran 
Hal 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

WALi KOTA KENDARJ 

C. Naskab Dinas Korespondensl Eksternal 
Surat Dinas 
Format Surat Dinas Yang Ditandatangani oleh Wali Kota 

· 27 · 



Nam a 
Pangkat/Golongan 
NIP 

Nama [abatan. 

•···••v•••••••••••••'"'"'"'""''"'"'"'"'''''''''''"'"'''"''"'"''''''"'''''''"'''''"''''''"'"'"'"'"'"'"''""' 

........................................................................................................................ 
.................................................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

di 

Yth .. 

Nomor 
Si fat 
Lampiran 
Hal 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

KOP NASKAH T>fNA8 
PERANGKJ\T DAEl-<AH 

LOGO 
DAERAH 

Format Surat Dinas Perangkat Daerah 

• 28 · 



Nama 

Wali Kota KP.ndari, 

Ditetapka o di .. 
Pada tanggal . 

lnstruksi ini berlaku pada tanggal ditetapkan 

: dan sererunya: 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 

· 1 .. 
2 .. 
3 .. 
4 .. 

Untuk 
KESA TU 
l<:EDUA 
KETIGA 

................................................. _.,., . 
Kepada 

Dalam rangka .. 
................................................................................................................................... 

WALi KOTA l<ENDARI 

......... .- _. . 

TENT ANG 

NOMOR .. 

!NSTRUKSI WAI.I KOTA Kf.NDARI 

WALi KOTA KENDA RI 

D. Naskah Dinas Khusus 
1. Instruksi 

- 29 • 



Nama 

Wali Kota Kendari, 

Ditetapkan di . 
Pad a tanggal ........•....•.....•...• 

............................................................................................................................... ,j,, 

NOMOR TAHUN . 

TENT ANG 

SURAT EDARAN 

Yth. 1. . 
2 . 
3. dan seterusnya 

WALi KOTA KENDARI 

·30- 

Z. Surat Eda:ran 



Nam a 
Pangkat 
NIP 

Nama [abatan, 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

Pem ben Kuasa 

Wali Kora Kendarl, 

I Ma~rdl I 
Nam a 

Penerima Kuasa, 

U ntuk .. 

.. · ,.,,, . 

................................................. ~.,, .. Nama 
Jabatan 
Alamat 

Memberi kuasa kcpada : 

Nama 
labatan 
Alamat 

Yang bertandatangan di bawah ini : 

TENT ANG 

SURATKIJASA 
NOMOR . 

WALi KOTA KENDARI 

3. Surat Kuasa 

-31- 



Nama 
Pangkat/Golongan 
NIP 

Mengetahul/Mengesahkan 
Nama Jabatan, 

Nam a Nam a 
Pangkat/Gofongan 
NIP 

Dlbuat di . 

Pihak Pertama 

Wali Kota Kendari, 
PihakKedua 

Serita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap ..... untuk 
dipergunakan scbagaimana mestinya. 

1. .. yang sefanjurnya disebut Pihak Pertama 
(memuat nama, NIP, pangkat/golongan. [abatan dan alamat) 

2. . , selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah 
melaksanakan 

3 . 
4. dan seterusnya. 

Pada hari Ini, tanggal , bulan , tahun kaml maslng-masmg: 

BERJTA A(::ARA 
NOMOR .. 

WALi KOTA KEN DARI 

4. Serita Acara 

· 32 · 



Nam a 

Tempat, Tanggal, Bulan. dan Tahun 

Wali l<ota Kendarl, 

................. , .. , .. -, .. 

: Wali Knta Kendari 

SURAT KETERANGAN 
NOMOR . 

Nama 
NJP 
Pangkat/golongan 
Paha tan 
dan scrcrusnya 

Nama 
Jabatan 

••oH••o•o·""""''""'''"''''''''''''''"H•"••••••oooooo,oo,ooooo,ooo,00000,00, .. 0,0000"••••••••••••••••••0...- 

.. , ~ . 
............................................................................................................ 

Dengan int menerangkan bahwa : 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

WALi KOTA KENDARJ 

· 33 · 

5. Surat Keterangan 



No. Telepon 

Nama 
Pangkat/ Golongau 
NTP 

Nama 
Pangkat/Golongan 
NTP 

Pcngirim 
N11ma .Iabatan, 

Diterima tanggal, . 
Penerixna 
Narna .Jabatan, 

No. Naskah Dinas/Barang Banyaknya Keterangan yang dikirimkan 

I 

SURAT PENGANTAR 
NOMOR: . 

di 

Yth. ········································· 

Tempar, Tanggal, Bulan dan Tahun 

KOP NASKAH DINAS 
l'ERANUKAT DAERAH 

LOGO 
DAERAH 

6. Surat Pengantar 
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Nam a 

Wali Kota Kendari, 

Dikeluarkan di . 
Pada Tanggal . 

......................................... , .. -, . 
..................................................................................................................... 
................................................................................................................. , .. 
...................................................... , .. ,_,,, , .. _, 

................................................ , .. 
0o00,00000000~00 .. ,0·00000000 .. 00,0>000000oOoooooo,oooooooo ,,Hoo,ooo•••••000000000, .. 0,000 .. 000HOooooo 

.................................................................................................................... 

........................ ,,.,,,,,,,,.,,,, .,,,,,H00000000 ,,,ooooo,,oo00 .. 0000,0000 .. 000000 

........................................................ 
TENT ANG 

PENGUMUMAN 

NOMOR . 

WALi KOTA KENDARI 

7. Pengumuman 
·35- 



Nama 
Pangkar/Golongan 
NIP. 

Dibuatdi . 
Pada tanggal .. 

Nama Iabatan, 

F.. Penutup 

D. Kesimpulan dan Saran 

C. Hasil yang dtcapai 

B. Kegtatan yang dllaksanakan 

A. Pendahuluan 

1. Umum/latar helakang 

2. Landasan Hukum 

3. Maksud dan Tujuan 

......................................... 

LA PO RAN 
TEN TANG 

KOP NA~KAI-1 DINAS 
PER1\NGKAT DAERAH 

l,OGO 
OJ\ERAH 

-36· 
8. Lapnran 



Nama 
Pangkat/Golongan 
NIP. 

Nama [abatan, 

VI. Saran 

V. Kesimpulan 

rv. Aaalisis 

ll. Praanggapan 

ll!. Fakta-Fakta yang mempengaruhi 

I. Persoalan 

; · ~ ... 
.................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
.......................... .., ,_ .. ,, ., . Yth 

Dari 

Tanggal 

Nomor 

Lampi ran 

Hal 

TELAAHAN STAF 

KOP NASKAI I IJINAS 
PERANGKAT DAERAH 

LOGO 
DJ\ERAH 

• 37 · 

g_ Telaahan Staf 



Nama 
Pangkat/Golongan 
NIP. 

Pimpinan Sidaog/Rapat 

Nama [abatan, 

Kegiatao Stdang/Rapat: [Disesuatkan dengan kondisi kegiaran 
stdang/rapar) . 

Peserta stdang/rapat : 1 - . 
2. dan seterusnya 

............................................ , . 

................................................................................................ 

................................................................................................ Ketua 

Sekrctaris 
Pencatat 

Pimpinan Sidang/Rapat 

Surat Undangan .. 

Waktu Sidang/Rapat : . 

Acara · 1 . 

2. dan sererusnya 

................................................................................................. 

................................................................................................. Sidang/R~pat 

Hari/Tanggal 

NOTULA 

KOP NASKAH UINAS 
SEK.N.ETARIAT DAERAH 

LOGO 
OAERAH 

· 38 · 
10. Notula 



Nama 
Pangkat/Golongan 
NTP. 

Nama labatan, 

................................................................................ ,_ , . 
.................................................................................................................................... 

.......................................................................................... 

............................................................... , .. -....,_ . Tempat 

Acara 

Hari/Tanggal : .. 

WaJ<tu . . .. 

....................................................................................................... , .. 
....................................................................................................................................... 

......................................... 
di 
........................................ ~. 

Yth . 

: Uodangan 

Nomor 

Si fat 

Lampi ran 
Hal 

Tempar, Tanwl, Bulan dan Tahun 

KOP NASKAH DINAS 
PERANGKA'1' DAERAH 

LOGO 
DAERAH 

· 39 · 

11. Surat Undangan 



Narna 
Pangkat/Golongan 
NfP. 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

Nama Jabatan, 

Vang diangkat berdasarlcan Peraruran _ Nomor . 
Tah un ten tang , terhitung _ , 
telah nyata menjalankan tugas sebagai . 
di . 

Demiklan surat pernyataan rnelaksanakan tugas iul saya buat dengan 
sesungguhnya dcngan mengtngar sumpah jabatan/pcgawai negcri sipil 
dan apabtla dlkemudlan han isl surat pernyataan ini ternyata tidak 
benar yang herakthar kerugian bag! negara, maka saya bersedla 
menanggung kerugian tersebut 

......... _,,, , - . 

............................................................................ 
..................................................... , . 
.......................................................... ,- . Nam~ 

NII' 

Pangkat/Colongan 

Jabatan 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 
............................................................................ 
..................................................................... ,,,,,_, 

............................................................................ NIP 

Pangkat/Golongan 

Jabatan 

.............. - , . Nam a 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

SURAT PBRNYATAAN MGLAKSANAKAN TU GAS 

NO MOR .. 

KOP NASKAII DINA8 
PERANGKAT DAERAH 

LOGO 
DAERAII 

12. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas 

- 40 · 



Nam a 

Wali Rota Kendari, 

Demiklan untuk dilaksanakan dan rnenjadi perhatian sepenuhnya 

.............................................................................................................................. 
Untuk 

Menghadap 
Kepada - ····-··· 
Alamat . - ,.. .. 

Kantor di Saudara Oeugan In! dtmtnta kedarangan 
............................................................................. pada · 

Harl - - . 
Tanggal · . 
Pukul . 
Tempat : . 

di 

Yth. ····························-··········· 

Nomor 
Si fat 
Lampiran : 
Hal : Panggilan 

Tcrnpat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

WALi KOTA KEN DARI 

13. Surat Panggilan 

-41- 



Nam a 

Wali Kota Kendarl, 

Oikeluarkao di . 
Pada Tanggal . 

Kepada 

Nama · . 

Jaharan · . 

Alamat · .. 

Untuk · .. 

MEMilERl TZIN: 

..................................................................................................................... 
b . 

................................................................................................ - ,-4 

Dasar ·a .. 

TF.NTANG 

SURAT IZJN 
NOMOR . 

WALi KOTA KENDARJ 

14. Surat lzin 
Format Suratlzin yang ditandatangam olch Wali Kota 

· 42 • 



Nam a 
Pangkat/Golongan 
NIP 

Nama [abatan , 

Alamat · . 

Untuk · _,,, . 

···············-·······-,·················· , ,,,_ Jahatan : ... 
Nama 

Kepada 

MEMBERr !ZIN: 

c. dan seterusnya 

b .. 

Dasar ·a . 

TENT ANG 

SURATfZLN 

NOMDR . 

KOP NASKAH DINAS 
PP.RANGKAT OAP.RAH 

LOGO 
DAERAH 

-43· 

Format Surat Dinas Perangkar Daerah 



Nam a 

Sekretaris Daerah, 

Nomor •....... Tahun .. 

Seri Tanggal . 

Diundangkan dalam Iernbaran daerah 

........................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

TENT ANG 

NOMOR: . 

PERATURAN DAERAH 

Seri Nomor . Nomor Tallun . 

LEMBARAN DAERAH 

KOP NASKAH DINAS 
SH:Kkli:TARH\T Dlllil-1.AH 

LOGO 
Ill\ F.RI\ II 

15. Lembaran Daerah 

· 44 · 



Nam a 

Sekretaris Daerah, 

Nomor Tahun .. 

Serl Tanggal . 

Dtuudangkan dalarn lernharan daerah 

TF.NTAN{; 

NOMOR: . 

PERATllRAN WALi KOTA / KEPUSAfJ wsu KOTA . 

Seri Nomor .. Nomor ...•.......... Tahun _ 

BER!TA DAERAH 

KOT' NJ\RKAIT DINAS 
SEKR~~TARIAT DAEXAH 

LOGO 
DI\EllAH 

16. Berita Daerah 

- 45 - 



Nama 

Wali Kora Kendari, 

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tuhun 

Demiklan rekomcndasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya 

..................................................................................................................................... _ 
........................................................................................................................................................... 
Urrtuk: 

Wall Kota Kendarl, memberikan rekomendasi kepada : 

a Nama/Obyck . 
b.Jabatan/Tempat/ldenrftas : - . 

REKOMENDASJ " . 
NOMOR . 

WALi KOTA KEN DARI 

a. Dasar 
h. M enimhang 

• 46 • 

17. Rekomendasi 



Penglrim 
Nam a 
Tanda Tangan : 

No. Waktu Lafu Paraf 
l<ode Tertma Kirim Lintas Operator 

CCC TTK OUM TTK !!BS 

..................................................................................................... .TTK ntlA 

AAA TTK . 
....................................................................................... TTKICM 

BBB TTK . 
....................................................................................... TTKKM 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
............................................................................................. KMA . 

Nmnor 
KT.ASTFll<AS{ : SEGERA 

TEMBUSAN: . 

....................................................... , .. ~, , . 
DART 
UNTUK 

PANGGrtAN I Jl'NIS I NOMOR I DERAJAT 
I-~~~~~~~- 

......................................................................... ,~ ... , .. ,~ .. 

Rcgistrasi No.: .. 

FORMUUR BERJTA 

WALi KOTA KENDARI 

ra Radiogram 
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... 
CD 

.... ;· ~;· .. 

! 1 .1 i I ; 
.: i, _,I_,.= 

; -.~ ! 0: 
1 ... 1 : gi ; : o: .·.· 

'! .1 I I i 
.:

: . . 

: __ ,if __ .,= H I ! 
.. '! i 

'! : : : : : i ~ 

I 
~ s ~ 
"' ~ ::, 
0. cc 
::i. 
c,:, 

"' .., 
c, 

"' ..., ., .., 
~ :, 

en c:: 
~ .., 
~ 
2 

z 0 
~ 0 > s ~ =l r' 

~ ~ - .., ~ 
-e 0 

; "" ~ z 
0 - ~ ~ 

s ~ 
2 z 0 

0 
> ;I> 
:z ~ ..., - l!'l s - 
~ 

z 
ll) s 
"' 



Cll 
Ill 

<l.9 • .. :, 
Cll .. 
iii ,.. .. :, 

9 c -! °" 3 tT1 
v, 

,:: c 
"' c: :;:; .l ,:: s ... 
"' :i,. -l 

"' = e 
-! 

~ ~ s 9: 
~ 

.. ... - "' .,, 
"' ::, .. .... ~ :, e ,:: 

Q. [ 5i 
~ ::, 

0 to .. 
ii' 0: ::, 
e- c, 0. 

OJ .. 
'O ::, :, .. 

9. -e :, 0) -e a: iii <I> 
ii' OJ t:r. 

C, ::,- ::, .. 
°" ::, 
°.'l 'vl 
j;l :l 
0.. .,, 
"' .,, 
::, ~ 
"" > .. ... 
"' ~ "' 3' rll 
"' 2! :, 0 
~ > a 

I 
~ 

'O rll OJ :: 0.. z z ;o: -! .. 
I 

1:1:1 .. "' "' .... rll -e 3 ,:t a ~ 
9 e- ., a 'O > .. ., ., s l - r ,:: > :::, ..., 9 

~ "" .. ,:: 
£ ::i 9 ... i p.. 2: ........ 
Cl '" £ ::, 

0:, ;;;· 0 ,:: ::i .r ,:: 
0-Q p .. .. ~ ::, 0.. ,:: ~ .. ~ :::, a 

";} "' .. .... :,- (l) 
s: 3 ::, i 'tl 

"' C, 

I 
; I 



Nam a 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

Wali Kota Kendari, 

Sebagai/Atas partisipasinya dalam yang 
diselenggarakan oleh dari tanggal.. .. 
s.d berterupat di .. 

lnstansi 

NIP 

Nama 

Nomor . 
SERTIFIKAT 
WALi KOTA KENDARJ 

· 50 • 

20. Sertlflkat 



Nam a 

Wali Korn Kenclan, 

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

...................................................................................................................... 
~·····, .. 

[abatan 

lnsranst 

Tempat/Tanggal l_ahir : . 

N!P/NRP , . 

. ········ ,, . Nam a 

WALi KOTA KENDAR! Dougan ini memberikan penghargaan kepada: 

Nomor: .. 

PIAGAM PENGHARGAA N 

WALi KOTA KENDARI 

· 51 · 

21. Piagam 



lalan Nomor Kota Kendarl, Kode Pos _, __ 
Telepon (0 ) -,, Fakslrnile , Larnau . 

WALi KOTA KENDARI 

Naskah Dmas yang ditandatanganl oleh Wakil Wali Kota 

fa)an Nomor ·············-············ Kotn Kendari, Kodc Pos -····- 
Telepon (0 .. -J Faksimile _ Laman - .. 

WALi KOTA KENDA RI 

Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wali Kota 

n. Kop 
A. Kop Nasl<ah Dinas jabatan 

Kop Naskah Oinas [abatan menggunakan : 

a. larnbang negara berwarna kuning emas ukuran 2.5 cm simerrts d1 bawahnya 
bcrtultskan Kepala Daerah, dengan huruf 12, dan ditempatkan di bagtan tengah atas 
untuk Naskah Dinas Pengaturan dan Penerapau. 

b, lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di hawahnya 
bertuliskan Kcpala Dacrab atau Wakil Kepala Daerah, dengan huruf 12. dan 
ditempatkan dil>agian tcngah atas, serta alamat yang dilengkapi dengan nama kota dan 
nama provtnsl, nornor telepon, nomor Iakslnule. Iamun, pos-el, Lian kode pos dengan 
menggunakan huruf aria! berukuran 10 dltemparkan di bagian tengah bawah unruk 
naskah dmas selain Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan. 

c. dalam hal naskah dinas yang dttandatangam oleh Sekretaris Daerah atas nama Kepala 
Daerah, menggunakan l<op Naskah Dlnas yang rnemuat Larnbang Negara berwarna 
kuning emas dan tulisan Nama Pcmerintah Daerah yang ditempatkan pada baglan 
tengah alas secara simetris 

-52- 



PEMERINTAH KOTA KENDARI 
KECAMATAN KENDARI BARAT 

KELURAHAN KEMARA YA 
Jalan Nomor Kendarl, Sulawesi Tenggara . 

Telepon (0401) Fax, , .. 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
KECAMATAN KENDARI BARAT 

Jalan , . . .. . . Nomor Kendari, Sulawesi Tenggara . 
Telepon (0401) Fax . 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

Jalan Nomor Kendari, Sulawesi Tenggara . 
Telepon (0401) Fax . 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
DINAS KESEHATAN 

Jalan Nomor Kendari, Sulawesi Tenggara . 
Telepon (0401) Fax . 

PEMERJNTAH KOTA KENDARI 
SEKRETARIAT DAERAH 

Jalan Ors. H. Abdullah Silondae Nomor 8 Kendari, Sulawesi T enggara 93111 
Telepon (0401) 321902 Fax. 323593 

B. Kop Naslrah Dinas Perangkat Daerah 
a. Perbandlngan huruf pada kop Naskah Dinas antara tulisan nama Pemerintah Daerah 

dan tulisan nama Perangkat Dae rah adalah 3:4 menggunakan huruf Arial. 
b. Penulisan nama Perangkat Daerah ditebalkan (bold). 

Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah 

[alan Ncmor- K'ot.i Kendarl, Kodc Pos •........••.•.•.• 
Telepon (O ) , Fakslmile . 

KOT A KENDARI 

Naskah Oinas yang dttnndatanganl oleh atas nama Wali Kuta 



2. Stempel Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Badan l.ayanan 
Umum/Sekolah berbentuk lingkaran berisi narna Pemerlntab Daerah 
provinsi(kabupatcn/kota, nama Pemerintah Daerah, narna Perangkat Oaerah/Unit 
Pelaksana Teknis Daerah dan Badan Layanan Umum/Sekolah yang bersangkutan dan 
menggunakan logo daerah dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran: 

1) ukuran garls tengah lingkaran luar sternpel Perangkat Daerah adalah 4 cm; 
2J ukuran garts tengah lingkaran tengah Stempel Perangkat Daerah adalah 3,8 cm; dan 
3) ukuran garis tengah lingkaran dalarn stempel Perangkat Daerah adalah 2.7 cm. 

Contoh sternpel jabatan Wall Kata 

' ''-----------' : L----------· 1.a.•lli"~lll 
I. .... - - - - .. - - - - - + P@!Ml'iflWl«ori <.tncla:i 

2,lcm ),ltm 4Cfl\ 

Ill. Stempel Naskah Dinas 
A, Bentuk/ukur:m stempel 

1. Stempel jabatan Wali Kota bcrbentuk lingkara.n bertsi nama jabatan, nama 
Pernerintah Daerah, dan menggunakan larnbang negara dengan pembatas tanda 
blntang, dengan ukuran : 
a. ukuran garis r.engah lingkaran luar Stempel jabatan adalah 4 cm: 

b. ukuran garls tengah lingkaran tengah Stempel jahatan adalah 3,8 cm; dan 

c. ukurangaris tengah lingkaran dalam stempel jabatan adalah 2,7 cm. 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
SD NEGERI 1 KENDARI 

Jalan Nomor Keodati, Su!awesiTenggara .. 
Telepon (0401) Fax •............. 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
SMP NEGERI 1 KENOARI 

Jalan .. . ·-- Nomor Kendari, Sulaweil Tenggara 
TelePOn (0401) Fax. •..•........ 



4. Kctcntuan Stempel 
a. Pejabatyang berhak rnenggunakan stempel jabatan adalah Kepala Daerah, 
b. Pejabat yang berhak menggunakan Stempel Perangkat Daerah adalah Kepala 

Perangkar Daerah, kepala lembaga lainnya, dan kepala unit pelaksana teknis dinas. 
c. Kewenaogan penyimpanan dan tanggung Jawab penggunaan stempel jabatan 

dilakukan oleh unit yang mernbidangt urusan ketatausahaan pada sekretariar 
daerab dan sekretariat dewan. 

d. Kewenaagan penyimpanan dan tangguog [awab penggunaan stempel Perangkat 
Daerah dilakukan oleh unit yang membidangi urusan l<etatausahaan pada 
SekTetariat Perangkat Daerah. 

e. Penunjukkan pejabat pcmegang dan penyimpan stempel ditetapkan dengan 
keputusan kepala Peranglcat Daerah. 

f. Biro/Bagian Umum Sekretariat Daerah benanggung jawab atas pengadaan 
stempcl. 

5. Pcngaman Stempel 
a. Untuk pengamanan Stempel Naskah Dinas di hngkungan Pemerintah Dacrah 

menggunakan kode rahasia. 
h. Ketentuan lebih tanjut mengenai standarclisasi kode pengarnauan stempel diatur 

tersendiri oleh Pemerintah Oaerah. 

SANGAT RAHASIA I .__I __ RA_H_A_S_IA _ _..I 

3. Stempel Pengamanan Naskah Dlnas. Stempel Pengamanan Naskah Dinas digunakan 
sesuai dengan tingkat keamanan surat dan dlcap pada sebelah kanan aras Amplop 
naskah drnas. Jika surat tersebut disalin, stempel tingkat keamanan pada salinan 
harus dengan warna yang sama dengan warna stempel pada surat asli, Stempel 
Pengamanan Naskah Dinas berbentuk persegl panjang, berukuran panjang Scm, lebar 
1 cm. Berisi wlisan "Sangat Rahasia" dan "Rahasia". 

Contoh stempel OPD/Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Badan Layanan 
Umum/Sekolah 

J,Scm t1QII l,7cm 

'"~~~~~~~~~~~ 
: :\,,----------· 11v;:10..-r-,1h 
: L----------- .. H.im.iK('!J,,raNn 

' 1. - ti.lmilt(c!G1m.1li111 

r-· - -.. F~·••ht.t,li.O~ i:~ew; 
• 
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: • L----------• Wl!Otlilifr.11h •• f L-----------• NllmllOf'O 
• ~- - - - - - • - - - -- • l'e<11•t111l<Jh Koll\tl ll'11ilhn 

i-- • - --- • ... • ... Pl'ln•1b,Wld<~ ~111!.,I 
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I 

MOHON TANDA TANGAN 

"'ALI h:01'A KJ:':fl,ll>ARJ 

I 

V. Map 

A. Bentuk dan susuna.n map Naskah Dinas [abatan Wali Kot.a 

di- 
····"'I'••-· .. ·····""" ....... ._ ... Yth 
Kep'iilla 

Nomor : 00/000/000 

WAl..l KOTA K.E.NOAltl 

PEMERINTAH KOTA l<ENDARI 
SEKRETARIAT DAERAH 

JI °"'· l'I. Ab(fall,1h Silar,l»C N°'"&K11ndolfTao (Ol!01t32.1002 F...U..3?.3593: 

b. Beutuk dan susunan amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah 

Kepada 
Yth . 

di- 

Nomor · 00/000/000 

JI. O"'. H Abdoli•o Silonclae No. 8 KendariTelp. (0401 321902 Fax. 323593 

\VALi KOTA Kt:l"OP.R, 

IV. Amplop 
A. Bentuk dan susunan amplop Naskah Dlnas Jabatan 

• 56 • 



FHCERARKT - N TINGG! 

STRATO!l/JF 
AS/IF 
NA 

PRA 
JABATAN PIMPINA 
PRAT AMA 
JABATAN ADMTNI 
JABATAN PENGAW 
IABATAN PELAKSA 

I 

BAGIAN ORGANISASI 

PEMERINTAJ-1 KOTA KENDARI 
SEKRETARIAT DAERAH 

A. Paraf hierarld 
VJ. Paraf 

C. Bentuk dan susunan map Naskah Dlnas Perangkat Daerab. 

I 

PEMERINTAH KOTA KENDARI 
SEKRETARIAT DAERAH 

B. Bento k dan susunan map Naskah Dlnas [abatan pimplnan Perangkat 
Daerab/setara jabatan pimpinan tinggi. 

-57- 
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fi\6ATAN OALAMIABATAN ATAS NAMA WAI.I KOTA 

WAKIL WALi KOTA a. surat din as; a. Surat edaran: 
b. surat keterangan: b. Surat dtnas, 
c, surat pertnrah: c. surat keterangan: 
<.I. Surat izin: d. surat perintah: 
e. surat pertnrah: B. surat lzln: r. surat tugas: f. surat perlntah; 
g. surat pernyataan 

I 
g, g. surat tugas: 

melaksanakan rugas: It. surat pernyaiaan h. nota dinas; melaksaoakan tuaas: 

WALi KO'J'A 

JENIS NASKAH DLNAS YANG OAPAT OITANDATANGANI 
a. peraturan daerah: 
b. peraturan wali kota: 
c. keputusan wall kota; 
d. Instru ksi: 
e, surat edaran: 
f. surat dlna.s~ 
g. surar kctcrangan: 
h. surat lzln; 
i. surarperjanjlan: 
J. surat perintah: 
k. surat tugas: 
I. su rat kuasar 
m .. surat undangan: 
n. surat pernyntaan melaksanakan tu gas; 
o. surat panggtlan: 
p. nota dinas; 
q. lembar dispostsc 
r. pengumumani 
s. laporan: 
t, rekomendasi: 
u. radiogram, 
v. kri program 
w.berlra acara; 
x.memo: 
y. piagam, 
z, sertifikllt; dan 
aa . .surat tanda taruat pendldlk,m dan pelatihan 

J.ABATAN 

VII, Kewenaugan Penandaranganan dan Pelimpahan Kewenangan 
1. Kewenangan Penandat.anganan 

a. kewenangan untuk menandatangani Naskab Dinas antar/keluar instansi Pemertntnh 
Uaerah yang bersifat kebijak.ln/kcputusan/ arahan berada pada Kcpala Daerah, 

b. kewenangan untuk mcnarulatangani Naskab Dlnas yaug ndak bcrsifat 
kcbijakan/keputusan/arahan dapat diserahkan/ dilimpahkan kepada Sekretaris 
Daerah atau jabatan pimpinan tinggi madya di Perangkat Daerah atau pejahat lain 
yang diberi kewenangan. 

c. penyerahan/peltmpahan wcwenang penandatanganan Naskah Dinas dalam susunan 
surar oleh atasan kepada pejabat dibawahnya dllaksanakan sebagai henkut : 

. 
PRAF H IERARK! 

JABATAN PIMPTNAN TlNCGI 
PRAT AMA 
JABATAN PIMPINAN TINGGJ 
PRAT AMA 
JABATAN PIMPlNAN TINGGI • 
PRATAMA 
Ost 

-58· 
B. ParafKoordlnasl 



c. sur. 
d. sur 
e. ~ur 
f. sur 
g. sur 

din 
h. sur 
1. Sur 

JAB/\T/\N A'l'ASNAMA KIITGRANGAN 
SEKRETARIS 

DAERAH 

tdinas; a. kcpurusan: • Kepala 
t b. Surat edaran: Perangkat 
angan: c. surat dlnas; Daerah atas 

at pertnrah: d. surat nama Wali kota 
atizin: keterangan: menandatangant 
at perjanjian; e. surat perlntab: Naskah Dlnas 
ai tugas: f. surat undangan: dalam benruk 
at perjalanan g, g. sernfikat; clan susunan pmduk 
as; b. pengumuman hukum 
at kuasa, Keputusan Wall 
at undangan: kota beruoa 

DALAM JAB/\TAN 

a. sura 
b. Sura 

ke1er 

KEPAL/\ PER/\NGKAT 
flA.liRAH 

)ABATAN DAL/\M)/\BATAN ATAS NAM/\Slll<R.li'f'ARJS 
DAERAH 

- ASISTEN a. nota dlnas, a. surat din as; 
b. lembar dlspoststi b. surat keterangan: 
c, telaahan sraf c, su rat pcrintah: 
d, laporan: d. Surat tugas; 
e. surat pengantar; e. surat perjalanan dinas; 
J: notula; dan [ surat undangan: 
g.memo g, Surat pang,;ilan; 

h, nota dinas: 
I. laporan: 
J. Surat pengantar; dan 
k. daltar hadlr 

JA.UATAJII DAI.AM JAB/\TAN ATAS NAMA WALi KOT/\ 

SliKRETARIS DAER/\H a. Surat dlnas: a. keputusan: 
b. surat keterangan: b. surar edaran; 
c, surat tzin: c, surat dlnas: 
d. suratperintab: d. surat keterangan: 
e. surat tugas; e, surat izin; 
f. surar perianjian: r. surat pcrtntah: 
g. surat perialanan dinas; g. su rnt tugax; 
h. surat kuasa: h. surar perjanjian; 
I, surat undangan: i. surat undangan: 
j. surat pernyataan J. surar pernyataan 

nielaksanakan tugas: melaksanakan tugas: 
k. surat panggilan: k. surar panggilan: 
L nob dinas, I. nota dlnas; 
m, lernbar dlsposisi; tu. pengumuman: 
II, rclaahan staf; n. radiogram; 
o. pengurnuman: u, berita acara: 
p. Japoran: p. plagam: 
q, rckomcndasl. q, sernflkat; dan 
r. surat pcngantar: r. surat tanda tamae 
s, lembaran daerah: pendldlkan dan pelanhan 
I: berita daerah; 
U, berita acara: 
v. notula: 
w. memo: 
x, daftar hadir; dan 
v. sernftkat. 

I. lemhar dispnsis]: I. nota dinas; 
j. laporan: j. lembar disposlsi: 
k. rekornendasl: dan k. pengumuman; 
I. memo. I. radiogram; 

m. berua acara: 
n. piagam; dan 
o. sernflkat, 
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ETARIS JABATAN DALAM JABATJ\N ATAS NAM!\ SliKR 
OAF.RAH 

KllPALA BAGIAN P1\DA a. surat dinas; a. surat dinas 
SEl<RETAR!AT OAERAH b. surat kctcrangan; b. surat keteranga 

e. surat pcrtntah: c, surat perlntah 
d. surat lzln: d. Surat undangau 
e. surat pertanjtan: c, sertifikat 
(. Surat tugas: f. pongumuman 
g. surat perjalanan dlnas; 
h. surat kuasa: 
I. suratundangan; 
J. surat pernyataan 

melaksanakan tugas: 
k. surat panggilan: 
I. nota dlnas: 
m, lcmbar dtspostsf: 
n, telaahan staf; 
o. pengumuman, 
p, laporan: 

penetapan dan 
pengaturan 
teknls 
operasional 
suhst.ansi 
instansl. 

• Penandatangana 
n Naslrah Oinas 
oleh Kepala 
Perangkat 
Daerah atas 
narna Wall kota 
berupa surat 
edaran hanya 
terkait 
pengauiran 
teknls 
operaslonal 
substansl 
instansl. 

• Untuk Sctwan 
dapat mcnanda 
tanganl semua 
naskah dlnas 
sesual dengan 
kcwenangan 
Kepala 
Perangkat 
llaerab kecuall 
sertlfikat. 

• Khusus untuk 
Kepala 
Perangkat 
Daerahyang 
merubtdangt 
urusan 
pendldlkan dan 
pelauhan juga 
dapat 
menandatanganl 
radiogram, 
ptagam, surat 
tanda tamat 
pendldikan dan 
pclatihan alas 
narna Wall kota 

j. surat 
pemyataan 
melaksanakan 
tu gas; 

k. suratpanggilan: 
l. nora dlnas: 
m. cmbar disposlsl: 
u. telaahan st,1f; 
o. peugumurnan: 
p. laporau: 
q, rekomendasu 
r. berita acara: 
s. memo: 
t, daftar hadir; 

dan 
u. scrtifikat, 
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JABNl'AN DALAM JABATAN ATASNAMA KIITERANCAN WALi !<OTA 
CAMAT a. surat dinas; a·. Keputusan: clan Penandatanganan 

b. surat b, surat cdaran. Surat dlnas untnk 
keterangan: komunlkasl 

c, surat perintah: eksternal 
d. surat izln: dluramakan untuk 
e, surat pertanllan: dilakukan oleh 
f. surat tugas; Sekretarls 

J/\BATAN DAI.AM JAllATAN ATAS NAMA l{EPAW 
DlNAS/BADAN 

KEPALAUNIT a. surat dinas: a, surat dlnas; 
PELAKSANA 1'1!KNJS b. surat perlntab: b. surat keterangan: 

DINAS c. surat tugas: c. Surat perintah; 
cl. surat perjalanan dlnas: d. nota dinas: 
e. surat kuasa: e, herlta acara: 
f. surat undangan: f. daftar hadir; 
g. surat pernyataan g, instruksf dan 

melaksanalcan tugas, h.. surat edaran 
h. surat panggltan: 
I. nota rlinas; 
J. lemhar disposisi; 
k. telaahan slaf; 
). pengumuman: 
m.laporan, 
n. rekcmendasu 
o. herita acara: 
p. uierno: Lian 
o, daftar hadlr, 

JAI.IATAN DALAMJABATAN ATASNAMA KE TB RAN CAN 
KEPALA 

PERANGKAT 
llAW!Ali 

KEPALA BIDANG a. surar pertnrah: a. Surat dinas; Panandatanganan 
b. nora dinas: h. surat keterangan: surat dinas untuk 
c. lembar dlsposlsc c. surat permtah: komunlkasl 
d. ielaahan stat; d. nota dlnas; dan eksrernal 
e. laporan; dan e, daftar hadir. d lutarnakan untuk 
f. daftar badlr. dllakukan oleb 

Sekreraris 
Peranakat Daerah. 

JAJJATAN DALAl4 JABA'l'Alll ATASN/IMA KEPALA 
P£RANCKAT DAERAH 

SEKRETARJS a. surat dlnas: a, Surat dinas; 
PERANGKAT DAERAH b. surat keterangaa: b. surat keterangan: 

c. surat perintah; c. surat pertntah: 
d. surat kuasa: d. Su.rat undangan: 
e. surat undangan: e. nota dlnas: 
f. nota dlnas: [ laporan; dan 
g. lemhar disposisi; g, daftar hadir. 
h. telaahan star; 
l, laporan: I J. memo; dan 
k. daftar hadlr 

q. rekomendasi; 
r, bertra acara: 
s. memo: 
l. daftar hadir; dan 
u. sernflkat, 
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2. PehmpahanKewenangau 
a. Penggunaan Atas Nama (a.n.) Atas nama, yang disingkat a.n., dipergunakan jika 

yang berwenang menandatangani surat/dokumen melimpahkan kepada 
pejabat di bawahnya. Persyararan yang harus dlpenuhl sebagai berikut: 
1) Pelimpahan wewenang tersebut dalam bentuk tertulis, khusus untuk 

Naskah Dinas yang berupa kebiiakan, kecuah naskah yang sifatnya 
administrasi; 

2) Materi wewenang yang dilimpahkan benar-henar menjadi tugas dan 
taaggung jawab pejabatyang melimpahkan: 

3J Tanggungjawah sebagal akibat penandaranganan Naskah Dinas berada 
pad-a pejabat yang diatasnamakan. 

PELAl<SANA 
DALAM JABATAN =1 

a. nota dlnas, 
b. telaahan staf; dan 

--------~~c~.l=a~o=ra...=n. -------- __ 

)ABATAN 

a. surat dlnas: 
h. surar keterangan; 
c, surat pcnntah; 
clsuratundangan; dan 

-----------'-'e,,..,,s,,tu·at pang,,.o;i::.:la,::nc._ _, 

a. nota dlnas: 
b. telaahan staf; dan 
c, laporan, 

ATAS NAMA CAMAT DALAM JABATAN JARAl'AN 

LURAH 

Al.A 
NG 

- 
IABATAN OAI..AM JABAl'AN Al'AS NAMA KEP 

BAGJAN/ BIDA 

Kr.PALA a. nota dlnas: a. su rat perfntah: 
SU6BAGIAN/l<f.PALA b. telaahan sla[; Lian b. nota dinas; dan 
SUBBIDANG/KF:PAI.A c. laporan, c, J;Jl'lar had ir, 

SEKSI 
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I 
g. surat perjalanan Perangkar Oaerah. 

dlnas; 

! Ii. surat kuasa; 
I. c;;urr1t11nd::tngan; 
i· surat pernyataan 

melaksanakan 
tugas: 

k, surat panggllan: 
I. nota dinas: 
m. lembar drspcstsl: 
II, telaahan s~f; 
o. pengumuman: 
p, laporan: 
q. rekomendasi: 
r. berlta acara: 
s, memo: dan 
t, dafter hadlr. -· 



'l'embusan: 
Sekretatis Daerah 

Nam a 
Pangkat/Golongan 
NIP 

a.n. Sekretaris Daerah, 

Asisten , 

............................................................................................................................................................... 
,.,.,. 1 •••••••••••••••••••••• 

............................ , ,- . Temp at 
Acara 

Ha1i/ta11ggal : . 
Waktu . 

................................................ - _ . ., . 

di 

Yth . 

Lampiran : ... - ... ,-, .. ···-···· 
Hal : Undangan 

Nomor 
Sifat 

Tcmpat, Tanggal, Bulan dan Tahun 

h. Penggunaan Untuk Beliau (u.b.) Untuk beliau, yang disingkat u.b., digunakan 
jika yang dlberi kuasa member! kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di 
bawahnya. llntuk beliau (u.b.) digunakan setelah ada atas nama (a.n.). 
Pelimpahan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas dengan bentuk 
1111tuk beliau (u.b.) hanya sarnpai pada pejabat dua tingkat eselon di bawahnya. 
Persyaratanyangharus dlpenuhi autara lain sebagai berikut: 
1) Pelirnpahan harus mengikun urutan hanya sarnpai dua tingkat struktural di 

bawahnya; 
2) Materi yang ditandatangani merupakan rugas dan tanggung jawabnya; 
3) Dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat pengganti: 

clan 
4) Tanggung jawab berada pada pejabat yang telah diberi kuasa. 

KOP N/\SKAI I DTN/\S 
SEKRETARfAT UA~~RAH 

LOGO 
DAERAH 
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Contoh: 



Nama 
Pangkat/Golongan 
NIP. 

(Tanda Tangan) 

Pit Sekretaris Daerah Kota Kendari, 

Contoh : 

2) Plt. [abatan Struktural 
Pit. jabatan srrukrural memiliki kewenangan penandatanganan Naskah 
Dinas sama dengan pejabat definitif dan bertanggung jawab atas Naskah 
Dinas yang ditanda tangani olehnya, Contoh penulisan sebutan Pit. dalam 
penandatanganan naskah dinas. 

Nama 

(Tanda Tangan) 

Pit Wali Kot.a Kendart, 

Conroh : 

c, Penggunaan Pelaksana Tugas (Pit) 
1) Pit. Wall l(ot.a 

Nama 
PangkatfGolongan 
NIP. 

(Tanda Tangan) 

Asisten , 

u.b. 

an. Wali J<ota Kendari 
Sekretaris Daerah, 

Contoh: 
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Nama 

(Tanda Tangan) 

Pi, Sekretaris Daerah, 

Contoh penulisan sebutan Pj. Sekretaris Daerah dalam penandatanganan 
naskah dinas 

Nama 

(Tanda Tangan) 

Pj. Wali Kota Kendari, 

a, Penggunaan Penjabat (Pj.) 
Contoh penulisan sebutan Pj. dalam penandatanganan naskah dinas 

Nam a 
Pangkat/Golongan 
N1P. 

[Tanda Tangan) 

Pih. Sekretaris Daerah Kota Kendari, 

2) Pih. [abatan Struktural 
Pih. [abaran srruknrrat memiliki kewenangan penandatanganan Naskah 
Di nas sesuai dengan tu gas yang di berikan oleh pejabat definitif, bersifat 
rutinitas dan tidak berupa kebijakan yang bersifat strategis yang 
berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, 
kepegawaian, dan alokasl anggaran. 

Contoh penulisan sebutan Pih. dalarn penandatanganan naskah dinas .. 

Nama 

(Tanda Tangau) 

Pih, Wall Kota Kendari, 

- 65 - 

d. Pengunaan Pelaksana Harian [Plh.] 

1) Pih. Wali Kota 
Contoh penulisan sebutan Pih. dalam penandatanganan naskah dinas 



Pj. WALl KO A KENDARI, 

PARAF KOOROINASI 
MO. INSTASASt I UNIT KfR.JA PAR AF 

1 ~S<J\4m. \iV'I"~ -, 
2 t,;t1be1~ . 0 r~nfff'n ta" 
3 ~0ibt1to. 1-t~~lh»l I l..- 

4 

[Tanda Tangan) 

Pj~. Wali Kota Kendari, 

Nama 

I · 66- 

f. Penggunaan PenjabatSementara (Pjs.) 
Contob penulisan sebutan Pjs. dalam penandatanganan naskah dinas 
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